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PUTUSAN
Nomor 709/Pdt.G/2024/PA Smdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 05
Juni 1980, NIK:XXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir
SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di  XXXXXXXXX  XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX.  Nomor  Kontak:  XXXXXXXXXXX
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Subang, 09 Juni
1979, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan
swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.
DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 28
Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang didaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama Sumedang dengan  Nomor
709/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil
yang pada intinya amarnya berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.
Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et

bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditentukan Penggugat hadir secaraa in person di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, karena menurut berita
acara surat panggilan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;
Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat menyatakan
Penggugat akan mencari alamat Tergugat mohon diberi waktu dan
Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara
lisan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk
mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada

berita acara sidang tersebut;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap
panggilan mana Penggugat hadir secaraa in person di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, karena
menurut berita acara surat panggilan Tergugat tidak bertempat tinggal di
alamat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat

beralasan tidak hadir di ruang sidang;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat untuk menghadap di
persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 121 HIR dipandang
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat menyatakan
kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang
menentukan bahwa Pengugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat
asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat
menjawab gugatannya, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim

mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan surat keterangan
tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sumedang
Nomor: 0217KPA.W10-A10/Hk.26/11/2024, tanggal 28 Februari 2024,
maka petitum gugatan Penggugat pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan,
maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan
Agama Sumedang tahun 2024 dengan demikian Penggugat dibebaskan
dari biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor
709/Pdt.G/2024/PA Smdg;

2.

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3.
Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumedang tahun 2024
untuk membayar biaya perkara;

Demikian dirtetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1445 Hijriyah. oleh kami
Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna,
S.H., M.A., dan Drs. Wawan Nawawi, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
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untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H.
sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat;

Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. Misdaruddin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi, S.H.
Panitera Sidang,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:Perincian biaya:

1. Biaya PNBPRpO;

2. Biaya ProsesRp0;

3. Biaya Panggilan RpO;
4. Biaya MeteraiRpO;
Jumlah RpO;
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